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Abstract

The implementation of good governance is the goal of every government administrator,
including in village government. An important aspect in realizing good governance is
the existence of openness or transparency of the government to the community as
regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Good governance itself is a
system of policy and institutional values that prioritizes openness. In line with that,
based on the results of the study, the implementation of the principle of openness in
Sukaraja Village has begun to be implemented, especially in terms of delivering
development information and village financial management. However, there are still
several obstacles such as lack of community participation and the lack of use of social
media, these obstacles become challenges for the village government in implementing
the principle of openness to realize good governance village government. This study
uses a qualitative approach with a case study type with data collection techniques
namely observation, interviews and documentation. In order to reduce
misunderstandings from the community towards the Sukaraja village government, it is
necessary to implement the principle of openness to realize good governance village
government.
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Abstrak

Penerapan tata pemerintahan yang baik menjadi tujuan setiap penyelenggara
pemerintahan termasuk di pemerintahan desa. Aspek penting dalam mewujudkan good
governance adalah adanya keterbukaan atau ketransparan pemerintah ke masyarakat
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
good governance sendiri merupakan suatu sistem nilai kebijakan dan kelembagaan
yang mengedepankan sifat keterbukaan. Sejalan dengan itu berdasarkan hasil
penelitian, bahwa implementasi asas keterbukaan di Desa Sukaraja sudah mulai
dilaksanakan, terutama dalam hal penyampaian informasi pembangunan dan
pengelolaan keuangan desa. Namun, masih terdapat beberapa hambatan seperti
kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya memanfaatkan media sosial,
hambatan ini menjadi tantangan pemerintah desa dalam mengimplementasikan asas
keterbukaan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang good governance. Adapun
dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus
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dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Agar
mengurangi kesalahpahaman Masyarakat kepada pemerintahan desa sukaraja maka
perlu pengmengimplementasian asas keterbukaan untuk mewujudkan pemerintahan
desa yang good governance.

Kata Kunci: Asas keterbukan, Good Governance, Pemerintahan Desa

1. PENDAHULUAN

UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 tentang desa menjelaskan Pemerintah
desa merupakan entitas yang mengatur jalannya pemerintahan serta aktivitas
masyarakat di suatu wilayah tertentu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Berada di bawah pemerintahan kabupaten, pemerintah desa dipimpin oleh
seorang kepala desa dengan dukungan beberapa perangkat desa untuk membantu dalam
menjalankan tugas-tugasnya dalam melayani masyarakat desa. Komitmennya terletak
pada pengelolaan dan pengembangan sumber daya masyarakat, pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat, serta memajukan desa agar dapat mengemban pemerintahan
yang efektif. Masyarakat bercita-cita agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
efektif, yang sering disebut sebagai good governance.

Good governance merupakan istilah yang tengah naik diperbincangkan
kepublik dalam beberapa waktu dekade belakangan ini. Governance sendiri ialah suatu
sistem nilai, kebijakan dan kelembagaan dimana interaksi masyarakat, pemerintah, dan
swasta lah yang memengaruhi dan mengelola urusan ekonomi, sosial, dan politik
(Ayuningtyas, 2021).

Good governance merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam
pengelolaan pemerintahan di Indonesia saat ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh
masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan
yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan
masyarakat, Selain adanya pengaruh globalisasi pola lama penyelenggaraan pemerintah,
kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena
itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspons oleh
pemerintah dengan melakukan perubahan__yang terarah pada terwujudnya
penyelenggaraan pemerintah yang baik, pentingnya good governance bagi
pemerintahan desa tidak hanya sebagai teori tata kelola yang ideal, tetapi sebagai
kebutuhan praktis untuk mencapai pembangunan desa yang inklusif, transparan, dan
berkelanjutan (Sedarmayanti, 2003:4).

Keterbukaan atau transparansi harus ditegakkan dalam konteks kebebasan aliran
informasi. Pemerintahan yang efektif akan memperlihatkan transparansi kepada
warganya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Prinsip keterbukaan ini lebih terlihat
pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, seperti pemerintahan desa, di mana
implementasinya dapat diamati dengan lebih jelas dalam upaya mewujudkan tata
kelola yang bersih. Asas keterbukaan mengehendaki agar klien yang menjadi sasaran
layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan
keterangan tentang dirinya maupun dalam menerima informasi dan materi dari luar
yang nantinya bagi pengembangan diri, sehingga kepala desa dapat melayani warganya
dengan baik dan adil (Syafaruddin, 2019).

Implementasi asas keterbukaan di tingkat desa masih terdapat sejumlah kendala
dalam penerapan konsep keterbukaan di tingkat desa. Berdasarkan penelitian
(Fatmawati, 2018) masih terdapat kesenjangan antara peraturan yang mendorong
transparansi dengan praktik nyata di lapangan, khususnya terkait pengambilan
keputusan dan transparansi anggaran. Sebaliknya, (Putra, 2017) menemukan bahwa
hambatan utama dalam mencapai transparansi di tingkat desa adalah kurangnya
kemampuan sumber daya manusia dan terbatasnya infrastruktur teknologi informasi.
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keterbukaan pemerintahan desa masih dijumpai kelemahan yang secara umum
merupakan pelayanan informasi tentang pembuatan infrastruktur jalan baru dan kurang
melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan, oleh sebab itu pelayanan aparatur
pemerintah desa terbilang masih belum berjalan efektif. Masalah utama dalam kasus
seperti ini adalah kurang memberikan informasi terkait pembuatan infrstuktur baru dan
tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembuatan infrastruktur
jalan baru. Sebagai aparatur negara di tingkat pemerintah desa sudah sewajarnya
memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada warga desanya agar pemerintahan desa
dapat di sebut dengan pemerintahan desa yang good governace.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2020:9)
penelitian kualitatif adalah metode yang berprinsipkan filsafat postpositivisme, yang
dipakai untuk meneliti pada keadaan alamiah dari objek. Pada penelitian kualitatif,
peneliti merupakan instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilaksanakan
menggunakan tringulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), kemudian
data yang didapatkan condong kepada data kualitatif, analisis data bersifat induktif.
Hasil penelitian kualitatif ialah menginterpretasikan makna, menginterpretasikan
keunikan, mengkonstruksi suatu peristiwa, dan memperoleh hipotesis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Menurut Yin (2018: 23)
studi kasus adalah strategi yang cocok ketika pertanyaan penelitian berfokus pada how
dan way, peneliti memiliki sedikit kontrol atas peristiwa yang akan diteliti, dan fokus
penelitian berada pada fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata.

Selanjutnya, Yin (2011:1) menambahkan bahwa studi kasus merupakan metode
penelitian empiris yang digunakan dalam menyelidiki fenomena dalam kehidupan
nyata, dimana batas antara fenomena dan konteks tidak jelas, dan menggunakan
berbagai sumber bukti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian bahwa ada 3 implementasi asas keterbukaan yang digunakan
pemerintahan desa sukaraja untuk mewujudkan pemerintahan desa yang good
governance yaitu 1) musyawarah, musyawarah merupakan forum tukar pikiran dan
diskusi yang bertujuan mencari solusi terbaik atas suatu masalah secara bersama-sama,
dengan mengedepankan kepentingan umum, keadilan, dan persaudaraan adapaun
musyawarah yang dilakukan tingkat desa setiap tahunnya yaitu musyawarah desa
(MUSDES) dan musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENBANGDES), 2)
pemajangan papan informasi dan banner, 3) pembuatan website.

1. Implementasi Dan Strategi Dalam Mengimplementasikan Asas Keterbukaan Untuk
Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Good Governance Di Desa Sukaraja
Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

a. Musyawarah Desa Dan Musyawarh Rencana Pembangunan Desa
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MUSDES RKPDESI Al MUSRENBANGDES TAHUN 2023
:8,77476, 105,9m, 349° & -8,77483, 116,43558, 754m, 338°
02309.40.38 26 Sep'2023.11.37.06

Gambar 1. Musyawarah Desa Dan Musyawarah Rencana Pembangunan
Desa

Pada musyawarah ini pemerintah desa melibatkan semua masyarakat untuk
menghadiri agar mengetahui program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah
desa sukaraja untuk satu tahun kedepannya selain itu pemerintah desa juga
memaparkan anggaran dana desa yang akan digunakan setiap tahunnya,
sehingga tidak ada terjadinya kesalahpahaman masyarakat kepada pemerintah
desa. Musyawarah ini juga waktunya fleksibel sehingga jika suatu saat terjadi
masalah sosial yang tidak bisa diselesaikan secara sepihak maka pada
musyawarah inilah yang akan menjadi tahap awal peneyelesaian masalah
sehingga mendapatkan kesepakatan bersama sesuai yang diinginkan.

Pemajangan Papan Informasi dan banner

— - e .
» ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBR

Gambar 2 Pemajangan Papan Informasi dan Banner

Strategi ini cukup efektif dilakukan untuk membagi informasi kepada masyarakat
desa sukaraja dikarenakan akses terhadap media digital masih terbatas, sehingga
informasi yang disampaikan secara visual dan langsung di tempat umum lebih
mudah diakses, dan dipahami oleh seluruh masyarakat desa sukaraja, termasuk
yang tidak terbiasa dengan teknologi. Adapun beberapa banner yang sudah
dipajang oleh pemerintah desa yaitu kegiatan-kegiatan pembangunan desa,
penyaluran bantuan desa termasuk anggaran pendapatan dan belanja desa
(APBDES).
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c. Pembuatan Website
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Gambar 3. Rancangan Pembuatan Website

Pada tahun ini pemerintah desa sukaraja sedang merancang website supaya
masyarakat lebih mudah mengakses informasi tentang apa saja yang perlu dibawa
ke kantor desa saat pembuatan surat dan mengetahui program-program
pembangunan sekaligus anggaran dana yang digunakan oleh pemerintah desa.

2. Hambatan Pemerintah Desa dalam Mengimplementasikan Asas Keterbukaan untuk
Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Good Governance di Desa Sukaraja
Kecamtan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

a. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Hambatan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah desa dikarenkan tidak
adanya saran dan masukan dari masyarakat sehigga menjadikan pemerintah desa
tidak terlalu berkembang.

b. Kurangnya Pemanfaatan Media Sosial

Kurangnya memanfaatkan media sosial bukan semata pemerintah desa tidak
pandai menggunakan media sosial akan tetapi pada saat pemerintah desa
menyebarkan informasi lewat media sosial masyarakat desa sukaraja tidak
membaca dan melihatnya msyarakat lebih menggunakan media sosial sebagai
tempat mencari hiburan saja.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi
yang dilakukan pemerintah desa sukaraja dalam menerapkan asas keterbukaan untuk
mewujudkan pemerintahan desa yang good governance yaitu dengan melakukan
musyawarah desa dan musyawarah rencana pembangunan desa, memajang papan
informasi atau banner dan pembuatan website ketiga cara ini sangat efektif di terapkan
untuk memberikan informasi di desa sukaraja yang masih terbilang desa terpencil yang
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masih awam tentang teknologi. Adapun hambatan pemrintah desa sukaraja dalam
mengimplementasikan asas keterbukaan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang
good governance yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pemanfaatan
sosial media, dikarenakan kurangnya respon dan masukan dari masyarakat menjadikan
pemerintah desa hanya memperbaiki masalah itu.
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